
 

1 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan anak akibat 

pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm, 

dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan tetap memiliki hubungan 

hukum dengan kedua orang tuanya. Pembatalan perkawinan antara 

Pemohon dan Termohon tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir 

dari perkawinan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 28 ayat (2) huruf 

a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 75 

huruf b dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa 

batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak 

dengan orang tuanya. Dengan demikian, pembatalan perkawinan hanya 

berakibat terhadap hubungan hukum suami dan istri, sedangkan 

kedudukan anak tetap dilindungi. 

2. Perlindungan hukum terhadap anak tetap melekat meskipun perkawinan 

orang tuanya dibatalkan. Anak tetap mempunyai hak untuk memperoleh 

pemeliharaan, pendidikan, nafkah, serta perlindungan terhadap 

kepentingan keperdataannya. Dalam perspektif hukum Islam, 

perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip h ifẓ  al-nafs, h ifẓ  al-nasl, dan 

h ifẓ  al-ma l. Namun, dalam Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm, 

perlindungan tersebut belum dioperasionalkan secara eksplisit karena 

pertimbangan dan amar putusan lebih berfokus pada pembatalan 

perkawinan dan belum memberikan penegasan khusus mengenai hak 

anak. Kondisi ini tidak menunjukkan adanya kekosongan hukum 

(rechtsvacuum), melainkan menunjukkan adanya kesenjangan antara 

perlindungan hukum secara normatif dengan penerapannya dalam 

putusan. 
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3. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak anak tidak 

menghapus hak nafkah, hubungan hukum yang menjadi dasar kewarisan, 

maupun perlindungan dalam aspek perwalian. Kewajiban orang tua untuk 

memelihara dan memenuhi kebutuhan anak tetap berlaku setelah 

pembatalan perkawinan. Hak waris anak juga tidak otomatis gugur karena 

pembatalan perkawinan, sebab hubungan hukum anak dengan orang tua 

tetap dipertahankan. Sementara itu, pembatalan perkawinan tidak secara 

otomatis menyebabkan anak berada di bawah perwalian pihak ketiga. 

Perwalian hanya diperlukan apabila terdapat keadaan hukum yang 

memenuhi ketentuan mengenai perwalian. Dengan demikian, pembatalan 

perkawinan tidak boleh dibebankan akibat hukumnya kepada anak yang 

tidak terlibat dalam sebab terjadinya pembatalan. 

5.2    Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar Pengadilan 

Agama dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan yang 

telah mempunyai anak dapat memberikan pertimbangan yang lebih jelas 

mengenai kedudukan dan hak-hak terutama mengenai keberlanjutan 

hubungan hukum anak dengan orang tua, hak nafkah, kewarisan, dan 

perwalian, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta 

kewenangan pengadilan. Orang tua juga diharapkan tetap melaksanakan 

kewajibannya dalam memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak 

meskipun perkawinan telah dibatalkan. Selain itu, masyarakat dan peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kajian mengenai perlindungan 

hak anak akibat pembatalan perkawinan melalui berbagai putusan Pengadilan 

Agama agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang lebih optimal 

bagi anak. 
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